





A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
1. Pengertian umum sistem peradilan pidana anak 
Menurut Pasal 1 huruf 1 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak telah menyatakan bahwa “Sistem Peradilan 
Pidana Anak adalah proses keseluruhan untuk penyelesaian perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan 
sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. 
Pada proses peradilan ini seringkali lepas dari makna esensinya, 
yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk 
melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child).16 
Pada Sistem Peradilan Pidana termasuk dari bagian badan peradilan 
umum, maka dalam persidangan perkara anak mencakup berbagai 
wewenang dari badan peradilan umum. Namun pada sistem peradilan 
pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran akan berbeda 
dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa, yang mana di 
Indonesia ini telah mengatur kekhususan dalam hukum acara pada 
perkara anak.  
Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana maka 
dilakukannya penahanan pada tempat yang dipisah dengan orang 
 
16 Azwad Rachmat Hambali. 2019. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Makassar. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 
13 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hal. 19 
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dewasa, pada dasarnya bertujuan untuk menghindari pengaruh dari 
orang dewasa tersebut, karena bisa dipahami bahwa anak-anak 
cenderung cepat dalam meniru hal yang menurutnya baru diketahui. 
Dalam UU SPPA juga tidak hanya mengatur mengenai anak yang 
diduga melakukan tindak pidana yang mana pada Pasal 1 angka 2 UU 
SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 
terdapat 3 kategori yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum, anak 
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak 
pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga 
melakukan tindak pidana. Anak korban yaitu anak yang mengalami 
penderitaan mental, fisik, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan 
karena tindak pidana. Anak saksi yaitu anak yang memberikan 
keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar 
maupun dialaminya sendiri pada anak. 17 
Adapun model peradilan pidana anak yang berkategorikan menjadi 
2 jalur (Double Tracks Criminal Justice System for Juvenilles 
Delinquency)18: 
a. Jalur Peradilan Penal  
Proses peradilan pidana anak melalui jalur peradilan penal 
merupakan proses peradilan anak yang bersifat khusuh, yang mana 
artinya kualitas pada kasus, tindak pidana atau kenalan yang 
 
17 Warih Anjari. 2020. Perlidungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam 
Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3. Fakultas 
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hal. 353 
18 Dr. Bunadi Hidayat. Drs., S.H., M.H. 2017. Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam 
Hukum Pidana. Bandung. penerbit P.T. Alumni. Hal. 107 
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dilakukan oleh anak sudah meresahkan kepentingan, keamanan, dan 
merugikan banyak orang. Dalam perkara pidana anak juga dapat 
diselesaikan secara formal atau peradilan penal pada Pengadilan.  
b. Jalur Peradilan Non-Penal 
Jalur peradilan non-penal yaitu model peradilan pidana anak yang 
dilakukan secara non-litigasi. Pada jalur ini untuk melindungi 
kepentingan dan masa depan pada anak. Proses peradilan non-
litigasi pada anak yang berhadapan dengan hukum pidana dapat 
dilakukan apabila kualitas pada kasus yang masih tergolong wajar 
atau bukan kriminal.19 
2. Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak 
Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
memberikan penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di 
Indonesia. Pada sistem peradilan pidana anak tentunya berbeda dengan 
sistem peradilan pidana dewasa, dalam peradilan pidana anak meliputi 
segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut 
kepentingan anak yang harus memusatkan pada perhatian dalam proses 
peradilan pidana anak.  
Dalam UU SPPA juga menerapkan konsep penyelesaian dengan 
diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 
maupun masyarakat umum dalam bentuk pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan ke proses luar peradilan demi 
 
19 Ibid. Hal. 110 
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mewujudkannya keadilan restoratif (restorative justice) dan diharapkan 
juga anak dapat kembali seperti semula pada lingkungan sosialnya.20 
Diversi dalam keadilan restoratif adalah suatu proses bahwasannya 
yang terlibat pada semua pihak dalam kewajiban untuk membuat semua 
perkara menjadi lebih baik dengan dilibatkannya anak, anak korban dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, menentramkan 
hati, dan rekonsiliasi. Dari diversi ini juga melatarbelakangi dalam 
menimbulkan efek negatif yang khususnya pada jiwa dan 
perkembangan terhadap anak tersebut, dengan penerapan ketentuan 
diversi maka hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindari 
anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal. 
Dalam Pasal 18 UU SPPA menyatakan bahwa: 
    Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi 
maka pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional dan 
tenaga kesejahteraan sosial, penuntut umum, advokat, penyidik, hakim, 
dan pemberi bantuan hukum lainnya wajib untuk memperhatikan dalam 
kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan 
tetap terjalin baik. 
 
Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: 
    (1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib 
dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;  
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas 
nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, 
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, 
anak korban, dan/atau anak saksi. 
 
Dan Pasal 20 yang berbunyi: 
    Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 18 
(delapan belas) tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang 
 
20 Azwad Rachmat Hambali. 2019.  Op.cit.  Hal. 21 
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bersangkutan melampui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke 
sidang anak. 
 
Adapun beberapa mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak 
ini menjadi 2 proses yaitu penyidikan, penangkapan dan penahanan. 
Pada proses penyidikan yang telah diatur dalam Pasal 26 - Pasal 29 UU 
SPPA yang menyatakan pada intinya, penyidikan ini berguna untuk 
mencari dan menemukan suatu tindak pidana atau kejahatan pada 
peristiwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidik juga memiliki 
kewenangan yang menentukan apakah anak dikatakan melakukan 
tindak pidana atau tidak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara 
anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 
pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan atau 
dilaporkan, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari 
psikolog, psikiater, ahli pendidikan, pekerja sosial professional, tokoh 
agama, dan tenaga kesejahteraan sosial atau tenaga ahli lainnya. Dan 
hasil dari penelitian kemasyarakatan wajib untuk diserahkan oleh Bapas 
kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh 
empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik juga wajib 
mengupayakan penyelesaian melalui diversi dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari setelah penyidikan di mulai. 
Berikutnya proses penangkapan dan penahanan telah diatur dalam 
Pasal 30 – Pasal 40 UU SPPA, kepolisian dalam melakukan 
penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana guna 
kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan juga 
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harus di tempatkan pada pelayanan khusus anak namun jika ruang 
khusus anak tersebut belum ada pada wilayah peristiwa maka anak 
dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 
(LPKS). Penangkapan terhadap anak juga harus mengikuti dengan 
prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang sehingga hak-hak anak 
tetap dapat terpenuhi, biaya bagi setiap anak yang ditempatkan dalam 
LPKS akan dibebankan pada anggaran kementrian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. 
Terjadi penangkapan maka pasti akan dilakukan tindakan 
penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada 
penahanan terhadap anak ini dilakukan oleh penyidik khusus anak atau 
penuntut umum khusus anak atau hakim khusus anak berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang. Dalam kepolisian melakukan penangkapan 
ini harus menjunjung tinggi atas hak-hak setiap orang yang melakukan 
tindak pidana yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh Undang-
Undang, termasuk dalam hal ini yang melakukan tindak pidana 
merupakan seorang anak-anak.21 Penahanan terhadap anak hanya dapat 
dilakukan dengan syarat bahwa umur anak telah 14 (empat belas) tahun 
atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 
(tujuh) tahun atau lebih. Dalam syarat penahanan juga harus adanya 
 
21 Rizky Hardiansyah, Ismail, Irda Pratiwi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. Sumatera Utara. Jurnal Pionir LPPM. Vol. 5 No. 
4. Fakultas Hukum. Universitas Asahan. hal. 220 
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surat perintah penahanan, namun hal lain dalam penahanan juga harus 
tetap mempertimbangkan kepentingan anak.22 
3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pada Pasal 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak telah di atur mengenai asas dalam proses peradilan pada anak, 
yaitu sebagai berikut23: 
a. “Perlindungan”, yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung 
dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak 
secraa fisik dan/atau psikis; 
b. “Keadilan”, bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus 
mencerminkan rasa keadilan bagi anak; 
c. “Nondiskriminasi”, tidak adanya perlakuan yang berbeda 
didasarkan pada suku, agama, ras, budaya, bahasa, jenis 
kelamin, golongan atau kondisi fisik dan/atau mental; 
d. “Kepentingan terbaik bagi anak”, segala pengambilan keputsan 
harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak; 
e. “Penghargaan terhadap pendapat anak”, penghormatan atas hak 
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
 
22 Mochammad Anwar. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17. No. 1. 
Hal. 41 
23 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. 2015.  Perlindungan Terhadap Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan 
Peradilan Adat Aceh). Aceh. Gender Equality. Vol. 1 No. 1. Fakultas Syariah & Hukum. UIN Ar-
Raniry Banda Aceh. Hal. 55  
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pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 
mana mempengaruhi mengenai kehidupan anak itu sendiri; 
f. “Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”, hak asasi 
yang paling mendasar adalah bagi anak yang dilindungi oleh 
negara, pemerintah, keluarga, maupun masyarakat; 
g. “Pembinaan dan pembimbingan anak”, pembinaan ini sendiri 
seperti halnya kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri sendiri 
tak jauh beda dengan sebelumnya, pembimbingan yaitu pemberi 
tuntunan guna meningkatkan kualitas, yang mana kualitas 
tersebut meliputi dalam ketaqwaan kepada Tuhan YME, sikap 
dan perilaku, professional, intelektual, keterampilan serta 
kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar 
proses peradilan.  
h. “Proporsional”, segala perlakuan terhadap anak harus 
memperhatikan umur, batas keperluan dan kondisi terhadap 
anak tersebut; 
i. “Perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai upaya 
terakhir”, pada dasarnya anak tidak dapat dirampas 
kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan 
penyelesaian dalam perkara; 
j. “Penghindaran pembalasan”, prinsip menjauhkan upaya 





B. Kajian Tentang Teori Socio – Legal 
Kajian Socio-Legal adalah contoh jenis studi yang 
mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada 
teks.24 Atas dasar itu, makai a menawarkan satu varian teori socio-legal 
yang disebutnya dengan “socio-legal realistis”, yang berangkat dari paham 
pragmatism Amerika. Dari pendapat Nicola Lacey25, kajian socio-legal 
dapat dimengerti sebagai bentuk kajian hukum yang menggunakan 
perspektif ilmu-ilmu sosial terhadap hukum, tetapi dilakukan sebagai 
internal critique. Pada prinsipnya dapat disepakati bahwa socio-legal 
bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah pendekatan dalam memahami 
fenomena hukum. Salah satu karakteristik penting dari sebagian besar 
kajian socio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin.26 
Disiplin keilmuan yang digunakan sangat bermacam-macam, mulai dari 
sosiologi, antropologi, ekonomi, administrasi publik, ilmu politik hingga 
psikologi dan kajian-kajian pembangunan. Pada prinsipnya tidak ada 
Batasan yang jelas atas disiplin ilmu yang dapat digunakan. Landasan 
analisa dalam penelitian socio-legal27, berakat dari das sollen atau law in 
book menuju das sein atau law in action. Maka dalam kajian socio-legal ini 
berlandaskan pada hukum yang ada di masyarakat bukan hukum yang 
dibuat oleh pemerintah pusat (Undang-Undang). Lingkup kajiannya adalah 
 
24 Shidarta. 2012. Filsafat Penelitian Hukum. www.epistema.or.id/wp-
content/uploads/2015/07/Digest_Epistema_vol_3-2013.pdf. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021 
25 Shirdarta. Filsafat Penelitian Hukum. www.epistema.or.id/wp-
content/uploads/2015/07/Digest_Epistema_vol_3-2013.pdf. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021 
26 Sulistyo irianto (et.al). 2012. Kajian Socio-Legal. Denpasar. Pustaka Larasan. Hal 7 
27 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai 
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Semarang. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 
7 Edisi I. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 30 
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mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat 
aspek struktur hukum, dan aparat penegak hukum. 
C. Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 
1. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud 
dengan anak adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. 
Sedangkan pengertian anak dalam kultur masyarakat adalah belum 
mencapai usia tertentu, belum kawin atau masih dalam pengawasan 
wali. 
Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
adalah anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-
hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan 
hukum yang berlaku.   
Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan”. 
Pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak 
sebagai orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, 
namun dalam pasal tersebut juga mengakui bahwasannya adanya 
kemuningkinan perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia 
kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan pada tiap Negera. 
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Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut 
adalah demi kepentingannya”. 
Kemudian pada Pasal 1 angka (2)  UU No. 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana”. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa 
terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: 
1. Pasal 1 angka (3), “Anak yang bekonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang diduga melakukan tindak pidana”; 
2. Pasal 1 angka (4), “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang 
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 
18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”; 
3. Pasal 1 angka (5), “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang 
selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
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pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 
dan/atau dialaminya sendiri”. 
Bisa dilihat bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, 
yang mana didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia selayaknya. Anak juga nantinya akan menjadi bagian dari 
masyarakat, anak mempunyai hak yang sama dengan masyarakat yang 
laian yang harus dilindungi dan dihormati. Bahkan bisa di katakana 
bahwa anak adalah generasi, tunas dan potensi muda penerus cita-cita 
pejuang bangsa. Maka dari itu, agak anak mampu memikul 
tanggungjawab tersebut, maka setiap anak perlu adanya kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 
mental, fisik maupun sosialnya. 
2. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak 
anak, diantaranya ekonomi, hak sipil, sosial, politik, kultural, dan 
pendidikan anak-anak. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak 
telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempunyai kekuatan 
memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Sebelum 
itu, dalam Deklarasi Jenewa 1949 pada Pasal 14 KJ IV tahun 1949, anak 
berhak mendapat perlindungan dari akibat-akibat perang. Dalam 
perlindungan anak di daerah pendudukan diatur dalam Pasal 50, yang 
menyatakan bahwa kekuasaan pendudukan, dengan bantuan penguasa-
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penguasa nasional dan lokal, harus memperhatikan kelancaran bekerja 
semua lembaga yang bertujuan melakukan perawatan dan pendidikan 
anak-anak. Kekuasaaan pendudukan tidak boleh menghalangi 
diadakannya tindakan istimewa mengenai makanan, pengobatan, dan 
perlindungan akibat-akibat perang bagi anak-anak dibawah umur 15 
(lima belas) tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak dibawah 7 
(tujuh) tahun.28 
Salah satu pihak yang telah menaruh kepedulian terhadap 
perlindungan hak-hak anak adalah International Labour Organization 
(ILO) yang mengatur beberap hak, yaitu pada Konvensi ILO Nomor 138 
tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan 
Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.29 
Selain ILO, organ PBB yang mensponsori terciptanya konvensi 
yang terkait dengan hak-hak asasi anak adalah MU. Melalui forum MU, 
masyarakat internasional berhasil telah membentuk Konvensi Hak Anak 
(KHA). Pada konsideran KHA menyatakan bahwa alasan dilahirkannya 
konvensi tersebut adalah karena anak-anak masih dianggap belum 
cukup matang fisik dan mentalnya sehingga perlu membutuhkan 
perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hukum yang layak 
sebelum dan sesudah kelahirannya. Dalam KHA mencakup sebuah 
 
28 Agustinus Supriyanto. 2011. Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: 
Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait. Edisi Khusus. Fakultas Hukum. 
Universitas Gadjah Mada. Hal. 29 
29 Ibid. Hal. 30. 
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salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan telah 
ditandatangani atau diterima oleh 190 (seratus sembilan puluh) negara 
di dunia.  
Substansi dalam KHA dideskripsikan secara mendetail mengenai 
berbagai hak-hak anak. KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan 
materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme 
implementasi hak anak oleh negeri masing-masing yang mengikuti 
KHA tersebut. Substansi dalam hak anak pada KHA dikelompokkan 4 
(empat) kategori, yaitu:30 
1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak 
anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk 
melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak 
untuk memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang 
sebaik-baiknya (the rights to higest standart of health and medical care 
attainable). 
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari 
diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak 
mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. 
 
30 Salma, Elfia, dan Afifah Djalal. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak 
(Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat). 





3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-hak 
anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk 
Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar 
hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan 
sosial anak. 
4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan 
pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (the rights of a child 
express her/his views in all metter affecting that child). 
Berikut adalah hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 4, Pasal 
5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) (2), Pasal 10, Pasal 
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), 
Pasal 17 ayat (1) (2), dan Pasal 18 yang mengatur hak-hak anak, sebagai 
berikut31 :  
a. Pasal 4 UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak 
berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”; 
 
31 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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b. Pasal 5 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak berhak 
atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan.”; 
c. Pasal 6 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak berhak 
untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasaan dan usianya dalam bimbingan 
orang tua.”; 
d. Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak 
berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri.”; 
e. Pasal 8 UU Perlindungan Anak berbunyi “Setiap anak berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 
kebutuhan fisik, mental, spititual, dan sosial.”; 
f. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, berbunyi: 
    (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 
sesuai dengan minat dan bakatnya.  
    (2) selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), 
khusunya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak 
memperoleh Pendidikan luar biasa,sedangkan bagi anak yang 
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.; 
 
g. Pasal 10 UU Perlindungan Anak, berbunyi “setiap anak berhak 
menyatakn dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan.”; 
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h. Pasal 11 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak berhak 
untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 
anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri.”; 
i. Pasal 12 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak yang 
menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, 
dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”; 
j. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak, berbunyi: 
    Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. 
eksploistasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. 
kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. 
perlakuan salah satunya.; 
 
k. Pasal 14 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak berhak 
untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alas an 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir.”; 
l. Pasal 15 UU Perlindungan Anak, berbunyi: 
    Setiap anak berhak memeperoleh perlindungan dari: a. 
penyalahgunaaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam 
sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. 
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 




m. Pasal 16 ayat (1) UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak 
berhak memeperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” 
n. Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, berbunyi: 
    (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa; b. memeperoleh bantuan hukum atau 
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 
yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di 
depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
siding tertutup untuk umum.  
    (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhdapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
 
o. Pasal 18 UU Perlindungan Anak, berbunyi “Setiap anak menjadi 
korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan 
hukum dan bantuan lainnya.” 
Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada proses 
peradilan akan tetap memiliki haknya, yang mana telah tertuang pada 
Pasal 3 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
yang menyatakan bahwa: 
    Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 
b. Dipisahkan dari orangg dewasa; 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. Melakukan kegiatan rekreasional; 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya; 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang tertutp untuk umum; 
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i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 
dipercaya oleh anak; 
k. Memperoleh advokasi sosial; 
l. Memperoleh kehidupan pribadi; 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
n. Memperoleh Pendidikan; 
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
udangan. 
 
Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the 
Right of Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui 
Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, kemudian juga dituangkan 
dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979  tentang Kesejahteraan 
Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, yang mana dari semua peraturan tersebut 
mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak32, yaitu: 
1) non-diskriminasi;  
2) prinsip yang terbaik bagi anak; 
3) hak untuk hidup dan berkembang; 
4) hak untuk ikut berpartisipasi. 
D. Teori Implementasi Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak 
Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan 
seperangkat definisi, proposisi, dan konsep yang disusun secara sistematis, 
dalam hal ini perlu diketahui bahwa konsep penegakan hukum sangatlah 
 
32 Agustinus Supriyanto. 2011. Perspektif Indonesia Mengenai Hak-hak Asasi Anak: 
Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait. Edisi Khusus. Fakultas Hukum. 
Universitas Gadjah Mada. Hal. 29 
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penting dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti implementasi adalah pelaksaan 
atau penerapan.33 Secara umum menurut beberapa ahli Sosial seperti 
Kerlinger, Stevens dan Fawcett34 teori adalah sebuah sistem konsep abstrak 
yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut 
yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. 
 Dalam kacamata teori politik Daniel A Mazmanian dan Paul A. 
Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1990:51) menjelaskan makna dari 
implementasi sebagai berikut Implementasi adalah sebagai dasar 
pelaksanaan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang atau 
keputusan-keputusan pemerintah atau keputusan lembaga peradilan. 
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti35 mengungkapkan bahwa “inti dari 
implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan 
(to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada 
kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan 
kebijakan”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mana merupakan undang-undang 
yang menggantikan keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak. Terjadi banyak perubahan yang terjadi 
 
33 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal. 25 
34 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2004. Metode Penelitian Sosial. LP3ES. Jakarta. 
Hal 37 
35 Randa Caessar. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang 
Izin Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang di Terminal Peti Kemas Palaran Kota Samarinda. 
Samarinda. Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4. No. 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Universitas Mulawarman. Hal 1191 
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diantara kedua undang-undang tersebut mulai dari struktur hukum, 
substansi hukum sampai pada budaya hukum yang harus di bangun dan 
dipahami oleh aparatur penegak hukum hingga masyarakat pada umumnya. 
Yang mana bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar 
menjamin atas kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum.36 Hal yang perlu diketahui yaitu anak yang melakukan pelanggaran 
hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi pada faktor lain 
di luar dirinya seperti pergaulan, teman bermain, mencontoh siaran tv, 
pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peran orang tua, keluarga, 
pelayanan dasar anak, dan lingkungan bermain anak seperti kesehatan serta 
pendidikan harus menjadi perhatian bersama.  
Pada sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses 
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai pada 
tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani 
pidana. Dalam melindungi kepentingan anak maka sistem peradilan pidana 
anak dilaksanakan pada asas yang tertuang pada Pasal 2 UU Nomor 11 
tahun 2012 tentang SPPA, yang berbunyi: 
a) Perlindungan; 
b) Keadilan; 
c) Non diskriminasi; 
d) Kepentingan terbaik bagi anak; 
e) Penghargaan terhadap pendapat anak; 
f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 
 
36 Nevey Varida Ariani. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jakarta. Jurnal 
Media Hukum. Vol. 21. No. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 
RI. Hal. 110 
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g) Pembinaan da pembimbingan anak; 
h) Proposional; 
i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 
j) Penghindaran pembalasan.  
E. Sanksi Bagi Pelaku Terhadap Penyebaran Identitas pada Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum 
Barang siapa yang telah melakukan pelanggaran hukum, maka harus 
mempertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum tersebut, kecuali 
ditentukan oleh ketentuan-ketentuanhukum yang berlaku permisalan pada 
pelaku cacat jiwa atau melakukan dalam keadaan memaksa/overmact atau 
adanya alasan pembenar.37  
Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai 
berikut: 
    Hukum adalah aperaturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 
mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat 
oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 
peraturan-perarutan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan 
hukuman tertentu.38 
Maka bisa dilihat dari definisi para ahli diatas memeperoleh kesimpulan 
bahwa pada dasarnya hukum adalah suatu peraturan yang didalamnya berisi 
peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi 
bagi yang melanggar. 
 
37 Mokhmmad Najih dan Soimin. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Malang. Setara 
Press. Hal 19 
38 Ibid. Hal 12 
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Negara berkewajiban dalam melindungi anak-anak dari perlindungan 
hukum, baik itu pada saat menjalani proses pengadilan sampai sesudah 
menjalani proses pengadilan tersebut. Karena pada dasarnya, setiap warga 
negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama pada anak-anak 
yang masih sangat perlu perhatian yang khusus dalam menjalani proses 
pengadilan. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, 
keluarga, pemerintah, masyarakat, maupun negara yang telah tertuang pada 
Pasal 20 UU Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak membedakan anak yang 
terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi tiga kategori, yaitu: 
1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA); 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 
4 UU SPPA); 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 
UU SPPA). 
Setiap anak yang berkonflik dengan hukum entah sebagai pelaku, 
korban ataupun saksi maka tetap akan mendapatkan atas perlindungan 
hukum. salah satu wujud dari perlindungan hukum yang wajib dilakukan 
adalah merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap 
anak yang berhadapan dengan hukum memiliki identitas yang harus 
dilindungi oleh negara. Karena pada jaman sekarang, hal apapun yang 
menarik perhatian akan menjadi viral. 
Identitasnya wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau 
media elektronik yang mana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA. 
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Identitas anak yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU SPPA meliputi, 
nama anak/korban/saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang 
dapat mengungkapkan jati diri anak. Dalam pasal tersebut juga telah diatur 
sanksi pidana bagi orang yang mempublikasikan identitas anak yang 
berhadapan dengan hukum. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 97 UU 
SPPA yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Maka perlunya sanksi pidana 
pada setiap orang yang membocorkan identitas anak, anak pelaku, anak 
korban ataupun anak saksi demi keuntungannya untuk mendapatkan 
informasi dan ekonomi. 
F. Kajian Tentang Upaya Hukum Atas Pelanggaran Hak Anak Menurut 
Undang – Undang Perlindungan Anak 
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang 
dimaksud dengan upaya hukum adalah “Hak terdakwa atau penuntut umum 
untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau 
banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. Sebagai suatu hak, maka tentunya upaya hukum 
tersebut sangat tergantung kepada terdakwa maupun penuntut umum apakah 
akan mempergunakannya atau tidak.  
Adapun maksud dari upaya hukum sendiri pada pokoknya yaitu 
untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya dan 
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untuk kesatuan peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini maka terdapat 
jaminan bagi terdakwa ataupun masyarakat bahwa peradilan, baik menurut 
fakta maupun hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam (Lilik 
Mulyadi,2007:234).  
Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan setiap usaha 
pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap 
peradilan hukum sebelumnya dan yang telah diputuskan dalam Undang-
Undang. 
Perlindungan   Anak   tersebut   adalah   segala   kegiatan   untuk   
menjamin   dan melindungi   anak   dan   hak-haknya   agar   dapat   hidup,   
tumbuh,   berkembang,   dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  
harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
Perlindungan  anak  terkait  erat  dengan  lima  pilar39  yakni,  
orangtua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah,  pemerintah  daerah dan  
negara.  Kelimanya  memiliki  keterkaitan satu  sama  lain  sebagai  
penyelenggara  perlindungan  anak. Dalam  bentuknya  yang  paling 
sederhana,  perlindungan  anak   mengupayakan  agar  setiap  hak  anak  
tidak   dirugikan. 
Pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan  
komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas  
 
39 Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan 
Memenuhi Hak-Hak Anak. Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11. No. 2. Fakultas 
Hukum. Universitas Samudra. Hal. 251 
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nondikriminasi,  asas  kepentingan  yang  terbaik  untuk  anak,  asas hak  
untuk   hidup,  kelangsungan   hidup,   dan  perkembangan,  serta  asas  
penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat 
dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: a.Perlindungan  anak  yang  bersifat  
yuridis,  yang  meliputi:  perlindungan  dalam bidang hukum publik dan 
dalam bidang hukum keperdataan. b. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non  
yuridis,  meliputi:  perlindungan  dalam bidang sosial, bidang kesehatan, 
bidang pendidikan. Menurut  Ahmad  Kamil40  Perlindungan Anak 
merupakan  pertanggungjawaban orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  
pemerintah  dan  negara  yang  merupakan  rangkaian kegiatan  yang  
dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak anak. 
Yang mana bisa kita lihat untuk upaya hukum atas tidak tepenuhinya 
pemenuhan hak anak yang tertuang pada Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: 
    Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:  
1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya; atau 
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit 
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, 
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
  
 
40 Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan 
Memenuhi Hak-Hak Anak. Aceh. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11. No. 2. Fakultas 
Hukum. Universitas Samudra. Hal. 253 
